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BUPATI TRENGGALEK 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK 

NOMOR          TAHUN 2025 

TENTANG  

ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2026 

   

BUPATI TRENGGALEK, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (4) 

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Analisis Standar 

Belanja ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sehingga perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja 

Tahun Anggaran 2026; 

Mengingat    :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah 

Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan 

Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah 

Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2730); 
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3.  Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4.  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5.  Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

6.  Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6801); 

8.  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

9.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 6523); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

186); 

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 
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diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

63); 

14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar 

Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2025 Nomor 105); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 

2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 1); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA 

TAHUN ANGGARAN 2026 
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BAB 1 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalekk. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Trenggalek. 

3. Bupati adalah Bupati Trenggalek. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada 

Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan 

Pemerintahan Umum. 

5. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB 

adalah penilaian kewajaran beban kerja dan biaya untuk 

melaksanakan suatu kegiatan. 

6. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya 

disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan 

penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana 

belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta 

rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

 

ASB disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi SKPD 

digunakan untuk menyusun RKA-SPKD dalam penyusunan 

rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. 

 

Pasal 3 

 

ASB disusun dengan tujuan: 

a. menjamin efisiensi dan efektivitas belanja daerah; 
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b. menghindari duplikasi dan ketidakwajaran biaya antar 

kegiatan; 

c. menjadi dasar dalam penyusunan RKA-SKPD. 

 

BAB III 

JENIS ANALISIS STANDAR BELANJA 

Pasal 4 

(1) Setiap kegiatan atau sub kegiatan yang diselenggarakan 

oleh SKPD mengacu pada ASB. 

(2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. ASB Nonfisik; dan 

b. ASB Fisik. 

 

Pasal 5 

 

Rincian ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) 

tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

BAB IV 

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 6 

 

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka 

penyusunan RKA SKPD dilakukan oleh Kepala SKPD. 

(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh SKPD 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

pengawasan. 

 

BAB V 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 7 

 

(1) Perencanaan dan penyusunan anggaran belanja daerah yang 

sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum 
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ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap dapat dilaksanakan 

sampai akhir Tahun Anggaran 2025. 

(2) Perencanaan dan penyusunan anggaran belanja daerah 

Tahun Anggaran 2026 berpedoman pada Peraturan Bupati 

ini. 

 

BAB VI  

KETENTUAN LAIN LAIN 

Pasal 8 

 

Dalam ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat 

perubahan, maka penyesuaian ASB ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati. 

 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek. 

 

 Ditetapkan di Trenggalek 

            pada tanggal  

            BUPATI TRENGGALEK, 

 

 

          MOCHAMAD NUR ARIFIN 

Diundangkan di Trenggalek 

pada tanggal               

    SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TRENGGALEK 

 

 

EDY SOEPRIYANTO 
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BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025 NOMOR 

 

 


